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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR  5  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN 2005-2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LUWU UTARA, 

 
 

Menimbang :  a. bahwa Kabupaten Luwu Utara memerlukan perencanaan 
pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas 
pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara 
bertahap untuk mewujudkan masyarakat yang Maju dan 
Sejahtera; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Tahun 2005 – 2025. 

 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 

Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
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4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun  2005 – 2025  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

6. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-Undangan; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan  Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 12); 
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11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 
2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  Tahun 2010 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Selatan Nomor 251); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun  
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 214). 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 

dan 

BUPATI LUWU UTARA 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005 – 2025 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
peyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 
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4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 
RPJP Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 
tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 
periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 
program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta 
memperhatikan RPJM Nasional. 

 
 

BAB II 
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 2 

 
Program Pembangunan Daerah periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan 
RPJP Daerah. 

 
 

Pasal 3 
 

(1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan 
Kabupaten Luwu Utara melalui Undang-Undang Nomor  13 Tahun 1999 
dengan tujuan utama yaitu memberi kewenangan yang lebih besar kepada 
daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan fungsi-fungsi 
pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat Luwu Utara dalam 
bentuk rumusan visi, misi, dan arah Pembangunan Daerah. 

 
(2) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu 

kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 
 

Pasal 4 
 

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang 
sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan 
menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama 
periode Pemerintahan Bupati berikutnya. 
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(2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai 
pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 
pertama periode Pemerintahan Bupati berikutnya. 

 
 

Pasal 5 
 

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi acuan 
dalam penyusunan RPJP Daerah  yang memuat visi, misi, dan arah 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

 
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi, dan program Bupati. 
 
(3) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan 

memperhatikan RPJM Nasional. 
 
 

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 
 
 

Pasal 6 
 

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten. 
 

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan 
sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan 
visi pembangunan jangka panjang daerah kabupaten melalui pemantauan 
dan supervisi pelaksanaan RPJPD. 

 
(3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat 

menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang 
daerah kabupaten, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, 
tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten. 

 
(4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

dugunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran 
pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah 
dilaksanakan melalui RPJMD kabupaten. 
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Pasal 7 
 

(1) Kepala Bappeda kabupaten melaksanakan pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten.  
 

(2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditemukan adanya 
ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan 
perbaikan/penyempurnaan. 
 

(3) Kepala Bappeda kabupaten melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan RPJPD lingkup kabupaten kepada Bupati. 

 
 

BAB IV 
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 8 

 
(1) Perubahan RPJPD hanya dapat dilakukan apabila : 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, 
substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara 
penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; 

b. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau 

c. merugikan kepentingan nasional. 
 

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis 
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, 
atau perubahan kebijakan nasional. 
 

(3) Merugikan kepentingan nasional sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. 

 
 

Pasal 9 
 

RPJPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 
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BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 10 

 
Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 
Kabupaten wajib disesuaikan dengan RPJP Daerah sesuai dengan tahapan dan tata 
cara penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010. 

 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 11 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara. 
 

Ditetapkan di Masamba 
        pada tanggal  22 Juni 2011        

  BUPATI LUWU UTARA, 
 
 
 
                               ARIFIN JUNAIDI 
 
Diundangkan di Masamba, 
pada tanggal  22 Juni 2011 

SEKRETARIS DAERAH,  

 
 
 
 MUDJAHIDDIN IBRAHIM 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2011 NOMOR  5 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR  5  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005-2025 
 
 

I. UMUM 
 

Bahwa Pemerintahan Negara dibentuk dalam rangka melindungi 
segenap Bangsa dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan 
Ketertiban Dunia. 

 
 Untuk terwujudnya tujuan tersebut di atas, maka tugas pemerintah 

selanjutnya adalah dengan mengisi, melaksanakan dan menyempurnakan 
upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi sebagaimana yang diharapkan 
dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan 
secara bertahap dan berkesinambungan, untuk menjamin agar kegiatan 
pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. 

 
 Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, telah ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, serta 
Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah yang selanjutnya dijabarkan lebih lanjut melalui 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah. 

 
 Peraturan Perundang-Undangan tersebut di atas merupakan 

pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, 
baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan 
pembangunan baik rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka 
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menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan 
pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam satu kesatuan yang sinergis. 

 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan 
bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur dan ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 49 disebutkan bahwa 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang telah ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota, menjadi 
pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. 

 
 Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas, maka perlu dibentuk 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Luwu Utara yang dimaksudkan : 
a. sebagai tindak lanjut ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
b. sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus 

dipedomani untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. 
c. untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku 

pembangunan di Kabupaten Luwu Utara (pemerintah, masyarakat dan 
dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan 
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 

 
 Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu: 

a. sebagai upaya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, 
transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak azasi 
manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat 
daerah yang beradab, berakhlak mulia, mendiri, bebas, maju dan sejahtera 
dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. 

b. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara. 

 
 Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan pendekatan 

Analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT), yang 
menggambarkan struktur permasalahan secara internal dan peluang yang 
dihadapi dari sudut pandang eksternal Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. 
Kondisi umum ini dilihat sebagai input, proses dan hasil. Kemudian 
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pencapaian hasil pembangunan dijadikan dasar analisis untuk merumuskan 
kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan. 

 
 Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJPD Kabupaten Luwu 

Utara memuat Visi yaitu “Kabupaten Luwu Utara yang Religius, Maju, 
Sejahtera dan Mandiri Berlandaskan Agribisnis dan Ekonomi Kerakyatan” 
dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat 
Kabupaten Luwu Utara dengan tetap mengacu pada pencapaian Tujuan 
Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945. 

  
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal 1 

Cukup Jelas 
 
Pasal 2 

Cukup Jelas 
 
Pasal 3 

Cukup Jelas 
 

Pasal 4 
Cukup Jelas 

 
Pasal 5 

Cukup Jelas 
 
Pasal 6 

Cukup Jelas 
 
Pasal 7 

Cukup Jelas 
 
Pasal 8 

Cukup Jelas 
 
Pasal 9 

Cukup Jelas 
 



 

11 

 

 

 
Pasal 10 

Cukup Jelas 
 
Pasal 11 

Cukup Jelas 
 
 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 216 

 


